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merupakan bank

Bank Perkreditan Rakyat yang sclanjutnya disingkat (BPR)
giatannya

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam ke
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran scbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai perbankan, maka penerapan tata kelola yang
baik sudah menjadi keharusan PT. BPR Chandra Muktiartha. Penerapan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu
keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang
serta memaksimalkan nilai perusahaan. Penyusunan kebijakan tata kelola
perusahaan PT. BPR Chandra Muktiartha dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengharuskan bahwa
setiap Bank Perkreditan Rakyat dan membuat laporan pelaksanaan penerapan
Tata Kelola BPR tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. BPR

Chandra Muktiartha saat ini sudah berusaha untuk menerapkan Tata Kelola BPR

dengan menjaga prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yaitu Keterbukaan

(Transparency), Akuntanbilitas (Accountability), Pertanggungjawaban

(Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (Fairness).
Manajemen PT. BPR Chandra Muktiartha berkomitmen untuk

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
Rakyat. Berikut adalah Pokok-Pokok Laporan Penerapan Tata Kelola selama tahun

2020 :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi K
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D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Direksi dengan Direksi lain,

Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham DPR
+ Kepemilikan S8aham Anggota Dewnn Komisaris
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan

&

Dewan Komisaris Inin, Dircksi dan/atau Pemegang Saham DPR

Q. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Qaji Terendah

. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

J. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud)

K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

L. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

M. Pemberian Dana/Bantuan untuk Kegiatan sosial dan kegiatan Politik, Baik
Nominal Maupun Penerima Dana

N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Tata Kelola BPR
yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar Good Corporate Governance
(GCG) telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar Goed Corporate
Governance (GCG) telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara
langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Intern(Al) maupun melalui mekanisme
pengawasan yang ditetapkan Direksi. PT. BPR Chandra Muktiartha dipimpin oleh
3 (tiga) orang Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur dan Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pengangkatan Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris No 90 tanggal 25 April
2018, Direktur berdasarkan Akta No 100 Tanggal 16 Mei 2019 dan Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan Akta No 58 tanggal 21 Nopember

¢
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Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,81.,MBA.,MSIS. MKn. ,MI di

Semarang, yang telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, sehagaimana
Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa jabatan Direksi adalah 3
(tiga) tahun, untuk Direktur Utama akan berakhir pada tahun 2021, Direktur
akan berakhir pada tahun 2022 dan Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan akan berakhir tahun 2021.

Pada Tahun 2020 tidak ada perubahan susunan Direksi, schingga susunan

Direksi selengkapnya sebagai berikut :

a) Pemenuhan jumlah Direksi
Nama Direktur Jabatan Masa Jabatan
___________.._—-4
Ascar Setiyono, S.Sos, MM | Direktur Utama 29-04-2018 s/d 29-04-2021
R ]
Kus Sentono Halim, SE Direktur 20-05-2019 s/d 20-05-2022
Parmiatun, SE Direktur YMFK 15-11-2018 s/d 15-11-2021

b) Tempat tinggal dan domisili Direksi
Alamat tempat tinggal dan domisili ketiga Direksi berada di Propinsi Yogyakarta.

I

No Nama Alamat sesuai KTP

. Pondok Intan Permai 3 No C-6 RT 61 RW |
1 | Ascar Setiyono, S.Sos, MM 01 Kricak Tegalrejo Yogvakarta
J1. Kusumanegara 113 RT 13 RW 04

il i bt Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta |
: Pilahan KG 1/723 RT/RW 039/012
3 | Parmiatun, SE Rejowinangun Kotagede Yogvakarta

¢) Hubungan Keluarga Direksi
Ketiga Direksi tidak saling memiliki ikatan hubungan keluarga baik dari pihak
ayah dan ibu.

d) Uji kemampuan & kepatutan Direksi
Ketiga Direksi telah lulus dan memiliki sertifikasi kompetensi Direksi yang

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji
kemampuan dan kepatutan Direktur (Fit and Proper tes) sesuai ketentuan OJK.
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¢) Perangkapan Jabatan Direksi
Ketign Direksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahann Inin

namun Direktur Utama merangkap jabatan pada asosiasi yang masih berkaitan

dengan industri BPR.

No Nama Rangkap Jabatan ]

Ascar Setiyono, S.80s, MM : _E'gt_ ua j):i_’ff_?ﬁiﬁ:_ifi'ng_l_g': I__Jl"[-_‘ :

Kus Sentono Halim, SIE B S i

QI Ao | —
I
|
1

Parmiatun, SE

f) Penggunaan Jasa profesional
Ketiga anggota Direksi selama ini tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan untuk segala keputusannya.

g) Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai pedoman dan tata tertib
kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

h) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi
dan pengambilan keputusan rapat Direksi harus dilakukan dengan musyawarah
mufakat. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi yang
telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didistribusikan
kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan di

BPR, antara lain :
Direksi bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan,tugas dan Tanggung

Jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan
usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR.

Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi Audit Intern,
Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari Pejabat yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,dan/atau Otoritas lainnya.

Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang

memadai, antara lain dengan adanya :
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1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antarm unit kerfa yang menangarn
pembukuan, operasional, dan kegintan penunjang operasional;dan

2) Penunjukan Pejabat vang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit
Intern yang Independen terhadap unit kerja lain,

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyn kepada pemegang

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuni dengan peraturan

perundang-undangan.

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat

waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR yang mencakup rencana strategis dengan

persetujuan Dewan Komisaris dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR kepada

Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur

mengenai Rencana Bisnis BPR.
Direksi memastikan BPR telah memiliki dan menerapkan semua Kebijakan dan

Prosedur dalam menunjang kegiatan operasional BPR.

m) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota

n)

N

Direksi.

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata
tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab
anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan
Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi
telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan
pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Pelatihan motivasi dengan tema Covid19 VS Mental Juara.

Pelatihan marketing jaman now.

Pelatihan Key Account management dan client Relationship.

Pelatihan Melaksanakan fungsi kepatuhan BPR, laporan kepatuhan.
Pelatihan perpajakan strategi penyusunan SPT tahunan PPh Badan BPR agar

terhindar dari sengketa pajak.

6. Pelatihan metode efektif memutuskan kredit.

Pelatihan perpajakan BPR yang bertujuan untuk menambah wawasan dan

i &
pengetahuan perpajakan BPR.
v
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. Pelatihan menyusun RBB BPR.
. Pelatihan strategi pengelolaan risiko BPR menghadapi dampak Covid19 dan

penilaian profil risiko BPR semester [ dengan tool aplikasi online menegemen risiko

Sipro.

10. Pelatihan legalitas kredit sesuai POJK 33/2018, KUHP Ps 1320.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PT. BPR Chandra Muktiartha mempunyai oleh 2 (dua) orang anggota Dewan

Komisaris yang terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
Rakyat (BPR). Pengangkatan Komisaris Utama berdasarkan Akta Notaris No 11

tanggal 03 April 2020 dan Komisaris berdasarkan Akta Notaris No 90 tanggal 25

Aprii 2018 semua dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro,

ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan
dari yang berwenang, sebagaimana Kementrian Hukum dan HAM Republik
Indonesia. Masa jabatan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan untuk Komisaris
Utama akan berakhir pada tahun 2023, untuk Anggota Komisaris akan berakhir

pada tahun 2021.
Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan

pengawasan terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara
umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan prinsip-prinsip tata kelola

BPR yang benar.

Pada Tahun 2020 tidak ada perubahan susunan Komisaris, sehingga

susunan Komisaris selengkapnya sebagai berikut :

a) Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris

7T. BPR CHAND
I, Gedongkuning
slp : (0274)
mail: bprema

—
Nama Direktur Jabatan Tahun Berakhir

FX Soewardi W.P Komisaris Utama | 07-04-2020 s/d 07-04-2023

Dharmawan, SE, Akt | Komisaris 29-04-2018 s/d 29-04-2021

£
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b) Tempat tinggal dan domisili Dewan Komisaris
Alamat dan tempat tinggal anggota  Dewan  Komisaris  berada i Propinsi

Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengnh,

No Nama Alamal sesual KTP

1 | J1 Tanggul Mas IV RT 04 RW 09 Panggung
oy [|Lor, Semarang Utara, Semararng =
2 | Dharmawan, SE, Akt | Beran Lor RT 06 RW 22 Tridadi Sleman

FX Soewardi W.p

¢) Uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris
Kedua Dewan Komisaris telah lulus sertifiknsi kompetensi Dewan Komisaris yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan telah lulus uji
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan OJK.

d) Hubungan Keluarga Dewan Komisaris
Kedua Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga baik dari pihak
ayah dan ibu sampai dengan derajat kedua.

e) Perangkapan Jabatan Dewan Komisaris
Rangkap jabatan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

No Nama Rangkap Jabatan

. PT. BPR Gunung Mas Klaten
D PT. BPR Jateng Semarang _“
2 | Dharmawan, SE, Akt [ PT. BPR Karangwaru Pratama Yogvakarta

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya sesuai

kewenangan di BPR, antara lain :

a) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada
setiap usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dircksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan pengawasan scbagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan

Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis BPR kepada dircksi yang disampaikan dalam rapat bersama

direksi dan dituangkan dalam risalah rapat.
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d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimann dimaksud pada huruf b), Dewnn

Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenal keglatan

operasional BPR, kecuali terkait dengan

1) Penyedinan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur
mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

¢) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimakaud pada huruf

d) merupakan bagian dari tugas pengawasan schingga tetap menjadi tanggung
jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

f) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Dircksi menindakl
dan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas

anjuti temuan audit

Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
g) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :

1) Pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan; dan/atau
2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha BPR. :
h) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman kerja dan tata

tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
i) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab.

Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut :

Seminar motivasi dengan tema Covid 19 VS mental juara.

Pelatihan pengawasan Dewan Komisaris BPR.

Pelatihan pengawasan RBB BPR.
Pelatihan perpajakan strategi penyusunan SPT tahunan PPh Badan agar terhindar

¢
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C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

@ PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

~ Kepemilikan Saham \

Nama Anggota Dircksi ~ PT.HPR Chandra Perusahaan lain |
1 Muktiartha . ST [
Ascar Setiyono, 8.S0s, MM Tidak Ada Pk Ao .L
Kus Sentono Halim, SE Tidak Ada Tidak Ade . !
Parmiatun, SE Tidak Ada Tidak Ada _____J

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU
PEMEGANG SAHAM BPR.
Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara Independen, karena para pengurus BPR
tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi
lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi

lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- = Kepemilikan Saham — anT
Komisaris . antia i "
Muktiartha B lam lain
FX Soewardi W.P Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Dharmawan, SE, Akt Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang

lainnya, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan

Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham,

2. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris lainnya, Dircksi dan Pemegang Saham,
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JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp : (0274) 376276, Fax: (0274)385192, Hp : 082268435000
email: bprema@bprema.co.id | website: www.bprema.co.id



T, BANK PERKREDITAN RAKYAT

CHANDRA MUKTIARTHA

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN RAGE DIREKST DAN
DEWAN KOMISARIS,
Keputusan besaran Qaji/Honorarium  diputuskan melalui RUPS setiap tahun.
Selain  penerimaan  Qaji/Honorarium, pengurus mendapatkan fasilitas berupa

kendaraan roda empat. Setiap tahun pengurus dan karyawan mendapatian Jasa

Produksi yang besarannya diputuskan melalui RUPS bersamaan dengan RUPS
penentuan Gaji/ Honorarium dalam tahun tersebut. Pengurus tidak mendapatkan
intensil atas kinerja tiap bulannya, pemberian intensif hanya diberikan ke pada
karyawan scsuai ketentuan yang berlaku. Pengurus baik Dewan Komisaris
maupun Direksi tidak mendapatkan kompensasi berbasis saham maupun
tunjangan lain yang tidak disebutkan dalam Gaji/Honorarium, Berikut adalab
informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan

Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.

Jenis Remunerasi dan fasilitas Lain S

Orang Ribuan(Rp)

Remunerasi yang berbentuk non i

natura (Honorarium dan penghasilan 5 2.808.843

tetap lainnya, asuransi, bonus dan

tunjangan)

Fasilitas yang diterima | Dewan Komisaris Direksi ‘ Sewa/ bula?

Mobil Sewa | Milik BPR | Sewa | Milik BPR

Innova - - v -

HRV - - v - 6.358.500

Mobilio - - v - 4.400.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
Yang dimaksud dengan Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

elp : (0274) 376276, Fax : (0274)385192, Hp : 082288435000 g
smail: bprema@bprema.co.id | website: www.bprema.co.id



I.

@

Rasio

Rasio gaji Direksi yang terendah dan tertinggi adalah

‘Rasio gaji Komisaris tertinggi dan Dircksi tertinggi adalah

Rasio gaji Pegawai tertinggi dan Dircksi tertinggi a

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

| Rasio gaji pegawai yang terendah dan tertinggi adalah

Rasio gaji Komisaris yang terendah dan tertinggi adalah

Rapat- rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah scbagal berikut :

tl_n-l_nh_ il
L

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

CHANDRA MUKTIARTHA

T Skala
1:8,75

| : '.!:'2_
11,17

Tias
17255

o)

No Topik Rapat Tanggal Peserta Rapat
Evaluasi kinerja dan :

1 gbcféevalunsiqmalisasi RBB 15-01-2020 gﬁf}_‘:ﬁ:ﬁ;ﬁ: ;VE'P Akt
Evaluasi kinerja Januari 2020, -
mengevaluasi realisasi RBB dan FX.Soewardi

‘ CBSgyang mengacu pada POJK 20-02-2020 | nyyarmawan SE,Akt
33 tgl 27-12-2018 ]
Evaluasi kinerja Februari 2020,

3 mengevaluasi realisasi RBB dan 12-03-2020 FX.Soewardi WP
pengamatan CBS sesuai dengan Dharmawan SE,Akt
POJK 33 tgl 27-12-2018

4 Evaluasi kinerja Maret 2020 dan 13-04-2020 FX.Soewardi WP
mengevaluasi realisasi RBB Dharmawan SE, Akt |
Evaluasi kinerja April 2020,
pemantauan realisasi kredit
dampak covid dan -

S mcng'i_ngatkan tentang 09-05-2020 Bﬁiﬁ:ﬁ :‘;VEE Akt
kewajiban kewajiban pelaporan
ke OJK supaya tepat waktu dan
terhindar dari sangsi denda
Evaluasi kinerja Mei 2020,
evaluasi realisasi RBB dan
mengingatkan tentang FX.Soewardi WP

6 kewajiban kewajiban pelaporan 09-06-2020 | b)armawan SE,Akt
ke OJK supaya tepat waktu dan
terhindar dari sangsi denda
Evaluasi kinerja Juni 2020 dan
pembahasan pelaksanaan ;

7 | operasional ada yang belum 08-07-2020 gﬁfﬁ:‘iﬁ gEP Akt
sesuai dengan peraturan yang .
berlaku

8 Evaluasi kinerja Juli 13-08-2020 FX.Soewardi WP
2020,pelaksanaan operasional Dharmawan SE, Akt

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

felp
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9

10

11

1 ada yang belum sesuni dengan

Evaluasi kinerjn September

Evaluasi kinerja Oktober 2020,

_ PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

&P CHANDRA MUKTIARTHA

MI yang berlakn

Evaluasi kinerjn Agustus 2020,
pengawnsan penyelesainn AYDA
dan penempatan dana pada

bank lain harus lebih hati hati

2020 tentang Kredit bermasalah

cvaluasi hasil kinerja terhadap
RBB,penerapan APU PPT dan

pelatihan karyawan -

12

Evaluasi kinerja November
2020, mengingatkan kepada
bagian kredit untuk
mengevaluasi secara berkala
taksasi jaminan kredit

17:09-2020

07-10-2020

10-11-2020

08-12-2020

X Soewardi WP ‘
Dharmawan SF, Akt .

X, Soewardi wp
Dharmawari Sk, Akt

FX.8oewardi WP
Dharmawian Sk, Akt

FX.Soewardi WP
Dharmawan SE,Akt

Jumlah Rapat

12

Keterangan: Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat

Mengingat jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua), maka kehadiran dalam
rapat semuanya sama yaitu 100%. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada

Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris k:::l:llil::n i:ﬁzx

FX.Soewardi WP 12 100%

Dharmawan SE, Akt 12 100%
Total rapat per tahun 12 kali

J.

PENYELESAIAN OLEH BPR
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPR selama Tahun 2020

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA

ditemukan adanya penyimpangan intern. Hal ini berarti, di tahun 2020 terjadi
penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh karyawan terkait proses kerja dan operasional BPR yang mempengaruhi

kondisi keuangan BPR.
r Jumlah Kasus yang dilakukan oleh
Internal Froud dalam 1 Direksi Dewan Pegawai | Pegawai
tahun Komisaris Tetap Kontrak
2020 2020 2020 2020
Total Fraud Tidak ; Tidak :
ada Tidak Ada Ada Tidak Ada
Telah Diselesaikan . . 2 .

T BPR CHANDRA MUKTIARTHA

I. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
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PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
@} CHANDRA MUKTIARTHA

[Dalam proses penyelesaion | e ) y il
internal BPR

Belum diupayakan

Telah ditindaklanjuti i )
melalui proses hukum T RS | prom—

Pada Tahun 2020 Tidak ada kasus penyimpangan intern

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
Permasalahan Hukum yang terjadi sampai Desember 2020, beserta status

penyelesaiaannya :

J um_l:ﬁ;ﬁ—ﬂ]
Permasalahan Hukum WW
Kantor Pusat ada 16 Permasalahan Hukum 16 =
Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang 13 -
tetap) ]
Dalam Proses penyelesaian 3 -
Kantor Cabang Kota ada 3 Permasalahan Hukum 3 *
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang ) -
tetap) =
Dalam Proses penyelesaian 3 =
Kantor Cabang Wonosari ada 3 Permasalahan Hukum 3 -
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang 0 .
tetap)
Dalam Proses penyelesaian 3 =
Total Permasalah Hukum 22 -

Pada tahun 2020 terdapat 22 Permasalahan Hukum

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Selama Tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung Benturan
Kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan
kepentingan, telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian

¢

BPR CHANDRA MUKTIARTHA /L
3edongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

y: (0274) 376276, Fax: (0274)385192, Hp : 082288435000
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Tabel berikut ini menunjukan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak !

&

yang mengandung benturan kepentingan :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

CHANDRA MUKTIARTHA

erkait

——

No | Nama dan Nama dan | Jenis Nilai Keterangan
Jabatan Pihak Jabatan Transaksi | Transaksi
yang memiliki Pengambil (Juta
Benturan Keputusan Rupiah)
Kepentingan T;{(T_—_J
s ; : i Tida a
Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada ]

Pada tahun 2020 tidak terdapat Benturan Kepentingan
M. PEMBERIAN DANA / BANTUAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN

POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

B

No Nama Penerima Jumlah (Juta Rp) Tanggal
1 | Sumbangan Natal Perbarindo Rp2.000.000 | 13-01-2020
Sumbangan Acara HARLAH 03-02-2020
2 | Berbah Rp 250.000
3 | Sumbangan Pembangunan Masjid | Rp 1.000.000 10-02-2020
4 | Sumbangan Panti Asuhan Rp 250.000 14-02-2020
5 | Sumbangan WKSBM Mulyomandiri | Rp 1.000.000 | 06-03-2020
6 Sumbangan Pembangunan Rp 500.000 11-03-2020
Mushola
Sumbangan Penyemprotan 97-03-2020
¢ disinfektan Jatisari Playen Rp 250.000
Sumbangan kegiatan reuni 50 31-03-2020
8 PAW 70 Rp 500.000
9 | Sumbangan Partisipasi Peduli 90 | Rp 500.000 04-04-2020
10 | Sumbangan Baksos Perbarindo DIY | Rp 1.000.000 09-04-2020
11 | Sumbangan CSR BMPD DIY Rp 5.000.000 | 2204-2020
Sumbangan paket sembako utk 23-04-2020
12| haksos peduli Covid 19 Rp 15.000.000
Sumbangan sembako warga 06-05-2020
13 | ngampilan peduli Covid 19 Rp 2.747.000
14 | Sumbangan Acara HUT RI Rp 250.000 08-08-2020
15 | Sponsorship PB Musprov DIY Rp 1.000.000 28-08-2020
Sumbangan hari olahraga nasional
16 | dusun Plumpungan desa Rp 250.000 10-09-2020
Gedangrejo Karangmojo
17 izglAb;ngan kegiatan baksos ULUL Rp 250.000 23-09-2020

Pada tahun 2020 ada 17 pemberian Dana / Bantuan untuk kegiatan sosial.

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp : (0274) 376276, Fax: (0274)385192, Hp : 082288435000
email: bprcma@bprema.co.id | website: www.bprcma.ca id

é/'



pTl IBAI-\TK. II’E:RKREDITAN RAl‘(YA;T
} CHANDRA MUKTIARTHA

N. HASIL PENILAIAN ( SELF ASSESMENT )
Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 4/POJK.03/2015 pasal 77
tentang Penerapan Tata Kclola bagi Bank perkreditan Rakyat, PT. BPR Chandra
Muktiartha melakukan Self Assessment untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020. Kertas kerja dan kesimpulan Self Assessment dilampirkan dalam

laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit Self Assessment untuk

periode 2020 :
No Faktor yang dinilai Bobot B Nilai
1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 20 0,37
Direksi
2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 15 0,28
Dewan komisaris
3 | Penanganan Benturan Kepentingan 10 0,19
4 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10 0,18
5 Penerapan Fungsi Audit Intern 10 0,22
6 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2,5 0,05
7 | Penerapan Manajemen Resiko, termasuk 10 0,21
sistem Pengendalian Intern *
8 | Batas Maksimum Pemberian Kredit 75 0,15
9 Rencana Bisnis BPR 7,5 0,17
10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non 75 0,18
Keuangan ’
Nilai Komposit 100 1,98
Peringkat Komposit Baik

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
yang mengatur mengenai Manajemen Risiko BPR. Dengan demikian, total
penyebut setelah pentahapan penerapan Manajemen Risiko adalah 100

¢
A

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
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PT. énﬁxlbeﬁuﬁéniﬁﬁ: RAKYAT
., CHANDRA MUKTIARTHA

Kesimpulan .
Secara umum hasil Self Assessment menunjukan penerapan tata kelola memiliki
peringkat Baik, namun masih terdapat beberapa Faktor yang pada tahun 2020
akan diupayakan perbaikan. _

Dengan disusunnya Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola BPR akan berjalan
dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya adanya pedoman dan tata tertib kerja Direksi dan Dcws.m
Komisaris, jajaran pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara efektif. _—
Dengan adanya penerapan Manajemen Risiko kedepannya bisa memperbaiki
disetiap faktor.

Bantul, 17 Mei 2021
PT. BPR Chandra Muktiartha

—N

-

FX. Soewardi WP
Komisaris Utama

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
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Ql ( ’ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

_li;aj:_na BPR PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

;Aia_‘m;at BPR JL. Gedongkuning No. 150A Banguntapan Bantul Yogyakarta.
Posisi Laporan 31 Desember 2020

[Modal Inti BPR Rp29,310,936,016

Total Aset BPR Rp343,418,673,143

Bobot—l—aPR B




&5 fikals Penerapan

o Kriterla/Indikator o0 [ n [ cn | xn | T Retersagan
—]_ 1 2 a 4 a

—-!‘-.._P’I‘k'lﬂllll Tugns dan Tanggung Jawab Direks|

A, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (L]

1) |BPR dengan modal Intl paling sediklt RpaOM;: PT.BPR Chandra Muktiartha sudah memiliki 3 orng,
umilali anggotn Diveksi pallng sedikin ) (tign) orang, dan Direkal dan salah satu anggotn Dirsksi ditinjuk
salah satn anggota Divckst bertidak seluagnl Dkt sebagai Direkai Yang Membawahkan Fungsi
yang membawaliknn fmgst kepatuhng, Kepatuhian per tanggal 15 November 2018

—
BPR dengan modal Intl kiurnng darl Rp30 M: v
umlah anggota Direkai paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah saty anggotn Dirckst bertindak sebagal Direkiur
Yang membawalikan fungsi kepatuhinn,

f— |

2) |Selimih angeota Dircksd bertempat— Unggal ol Ketiga anggata Direksl bertempat tinggal di kata yang
kota/kabupaten yang sama, atan kota/kabupaten yang berbatasan langaung dengan kahupaten lokasi
berbeda pada provinsl yang sama, atan kota/kabupaten Kantor Pusat PT. BPR Chandra Muktiartha di
di provinsi lain yang berbatasan  langsung dengan| v Yogyakarta,
kota/kabupaten pada provins lokas| Kmitor Pasat DR,

— ——-

3 [Anggota Dircksl tidak mermngkap jabatan pada Bank, falah satu Direksi menjabat sebagai Ketua
Perusahaan Non Bank dan/atan lembaga lain (partal v PERBARINDO DIY

] politik atau organisasi kemasyamkatan).

4) [Mayoritas anggota Direksl Udak memiliki hubungan Semua anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
keluarga atau semenda sampal dengan dernjat kedun Komisaris tidak ada hubungan keluarga/ semenda _
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggotn Dewan| sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dirsksi
Komisaris. dan/atau anggota Dewan Komisaris

S) |Direksi tidak menggunakan penasihal  perorangan Direksi menggunakan jasa konsultasi Hukum dalam
danfatau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kerjasama untuk penanganan khusus kredit
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyck yang bermasalah yang harus diselesaikan melalui jalar
bersifat khusus yang dari sisi karnkteristik proyeknyal litegasi
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung|
ljawab, produk vang dihasilkan, dan jangka waktu ¥,
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud,

6) [Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk dan kepatutan OJK dan telah ditetapkan oleh RUPS
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh v
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Jumla]:}awahanpadaskaIaPmcmpan axl|bx2fcx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan ki q a 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 167
(S): 6

Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata 0.83

Kelola (S): 50%




Kriterla/Indikator

Keterangan

i
1
—

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksl

|__{D. Proses Penerapan Tata Kelola [P)

7)

Direksl  melaksanakan togns dan taggung  fawabiya
secam independen dan thlak memberdkan Kunsa wimim
vang dapat  wmengnkibatkan  peogalihan tugas  dan
Wewenang tanpa batas,

Iireksi tidak miemberikan owsa amum kepada pilak laln
itk pengaliban tigns dan wesenangys anps Iatns

jal

Diveksl mentndaklanjutl temuoan andit dan rekomerylas]
darl Trjahat Eksekutf yang ditwguk sebagal auditor
Intern, awditor ekstemn, dan hasll pengawasan Oloritas
Masa Kenangan dan/atou hasil pengawasan oforitas lntn,

Direksl menipdaklagiutl temuan aaditor intern, auditor
ekstern dan hasil pengawasan QUK imanipian otoritas
Ininnya

9

Dircksl menyediakan data dan informasl yang lengkap,
akumt, terkini, dan fepat  waktu  kepada  Dewan
Komisaris,

Direksi memberikan data dan Informasi terkind dan akurat
kepada Diekom

10)

Pengambilan  keputusan tapat Direksl yang  bersifut
strategls dilakukan bendasarkan musyawarmh muifakat,
suara terbanynk dalam hal tidak tereapal musyawamh
mufakat, atau sesual ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan  dissenting  opinion  jika  terdapat
perbedaan pendapat.

Pengambilan keputusan rapat Direkal telah dilakoukan

berdasarkan musyawarah mufakat atan berdasarkan
suam terbanyak dalam hal terfacdi perbedann pendapat

1)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan DPR, seria
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan prihadi
dari BFR, sclain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Direksi tidak menggunakan FPF untuk kepentingan
pribadl, keluarga dany pihak lain yang akan meriglkan
alau mengurangl keuntungan BPR

12)

Anggota Dircksi membudayakan pembelajaran secarn
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
lentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya vang mendukung pelaksanaan

atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertann pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu,

tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan|

Direksi telalt membudayakan
pembelajaran,pengembangan kunlitas SOM melalud
pelatihan.

13)

Anggota  Direksi mampu  mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas

ketentuan mengenal prinsip kehati-hatian.

ran tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas

Dircksi mampu mengimplementasikan kompetensi dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

14) |Di:-eks! memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja anggota Direksi yang paling  sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.

Dircksi telah memilild dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

16

Total nilai untuk scluruh Skala Pencrapan

113

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40%

0.80




No
£l
1
—

Pa gt

fikala Penerapan

Ch | KB | TB Keterangan

Kriterla/Indlkator

a2

a 4 ]

.?_'i'j“ﬂllﬂ Tugas dan Tanggung Jawah Dircksl

15)

|—_|C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

Direksi mempertanggunglawabkan pelaksmuuan tugasnyn

Direksl telali mempertangg inglawabkan melahil RUPS

16)

kepadn pemegnng salinm melalul RUPS,
Dircks! mengkomunikasikan  kepada seliruh pegawal
mengenni kehijakan strategls DR di bidang ke pegawalan,

[direksi telah menyusan ketiljakar strategls dibidang
kepegawalan dan incnghomunikasikan ke 8DM

Hasll rapat dirckal telah dituangkan dalam risalah rapat

17)

Hasil rapat Direks! dituangkan dalam risalah mpal dan)
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
secarm jelas dissenting opinlons yang terjadi dalam mpat
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksl.

dan didokumeniasikan

18)

Terdapat peningkatan  pengetahuan, keahlinn, dan
kemampuan anggota Dircks! dan seluruh pegawal dalnm
pengelolann BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan  kinerja BPR, penyelesalan permasalalian
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil  sesuai
ckspektasi stakeholders.

Direksl dan seluruh karyawan senantiasa berupaya
meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemarmpaian

dalnm pengelolaan BI'R

et

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
dan 1 (satu] kantor media atau majalah ekonomi dan

Laporan Tata kelola nkan dikirim ke OJE, Perbarindo dan
majalah media BPR

keuangan sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

cxd|dx4|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
8):5

0.20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

1.83

Penjumlahan 8 + P+ H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

0.37




I—-—-_.__

fiknla Penerspan

i Kriteria/Indlkntor

Koterangnn

| 2 [Pelaksanaan Tugns dan Tanggung Jawab Dewsn Komisarls

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8]

1) |BPR dengan modal Intl paling sedikit Rp30 M: Junilnh
anggota Dewan Komisards paling sedikit 3 (tga) omng

BPR dengan modal Intl kurang darl Rp50 M:
Jumiah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 {(dun)
AL LITITS

Anggota Dewann Kombsadia siedah memenuhil ketentan
yihg berlaku sesunl medal loth DPE yaltu 2 orang anggota
Newan Kombsaris

2)  [Jumlah anggota Dewan Komlsarls  thlak melampanl
Jumlah anggota Dircksi sesual ketentuan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sediklt dorl
frmilahy anggota Direlkesi

3 [|Seluruht anggota Dewan Komisards  telall Iulus up
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalul
RUPS. Dalam hal BIR memperpanjang masa jabatian
anggota Dewan  Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan nnggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berkhirmya masa jabatan.

Aemua anggota Dewan Komisaris telah lalos Uj
kemamprian dan kepatutan dan telah dianghkat melalod

Rurs.

4) [Paling sedikit 1 (sat1) anggota Dewan Komlisaris
bertempat  tinggal di provinsi  yang sama  atau  di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Salah satu Dewan Komisaris bertempat thggal peda
provinsi yang sama dengan lokasi Knntor Pusat BPR,

5) |BPR memiliki Komisaris Independen:
4. Untuk BPR dengan modal Int! paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar ruplah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dard jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Uatuk BPR dengan modal Intl paling sedlkit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah) dan
kurang darl Rp80.000.000.000,00 ([delapan puluh
milyar ruplah), paling scdikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Belum nda anggnta Dewan Komisaris [ndependen karena
maodal intl kurang dari Rp. 50.000.000.000,00

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan lata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan
pedoman dan tata tertib kerja.

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksckutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Komisaris Utama merangkap jabatan di 2 BPR (BFR
Gunung Mas dan BPR Jateng) anggota komisaris
merangkap jabatan di | BPR(BPR Karangwaru Pratama)

8] [Mayoritas angpota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atay
Direksi.

Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan
sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Dircksi dan/atau pemegang saham
pengendali  atau  hubungan lain  yang dapat
mempengaruhi  kemampuannya untuk  bertindak
independen.

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
keuangan ,kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Kelola (S): 50%

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 15

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(8): 9 1,67
Dikali dengan bobot Strulttur dan Infrastruktur Tata 0.83




fAkala Panerapan

I"“l-——
No Kriterin/Indlkator

cn

Kn

gl

Katerangan

1

e

2 |Pelaksanasn Tugas dan Tengguog Jawah Dawan Komisarls

—
—__|B. Proses Penorapan Tata Kelola (T)

melaknanaknn

Pengnwnsnn

10)

Dewan  Komlsards  (elah
terhadap pelaksonaan tugns dan tanggung Jawab serin
memberlkan nasthat  kepada Direksl,  antam lnin
peruberian rekomendas! atan nostlat Aertulls feckoll
dengan pemenuhan ketentuan PR termnsnk prinsip
kehat!-hatian,

Dewnn Kombanris telah imelnksanakan tugas dan tanggung
Jw ity

11)

12)

Dalam rangkn melakuknn tugns pengawasan, Komisaris
mengamhkan, memantau dan mengevaluasl pelaksanann
kebijakan strategis BPR,

Dewnn Komisaris telah memberikan
pengarahan, pemantatan dan evaluasi kinerja B,

Dewan  Komisaris  tdak terlibat  dalam pengambilan
keputusan keglatan operusional BPR, kecuall dalam hal
penyedinan dann kepada  plhak  terkalt  sebagalmona
diatur dalam ketentuan mengenal  batas  makslmum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditelapkan
dalam  peraturan  perundangan  dalam mngha
melaksanakan fungsl pengawasan.

Dewan Komlsards thilak terlibot dalam pengambilan
keputusan keglaian operasional kecuall dalam hal
penyedlann dana pada pihak terknit.

13)

Dewan  Komisaris  memastikan balwa  Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atou hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintal
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak|
lanjut temuan.

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi
pengawnasannya bahwa direksi telah menindaklanjuti
temuan audit Intern, audit ekstern dan OJK

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secarn
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 1 bulan sekali
dan menyedikan waktu yang cukup untuk melaksanakon
tugas dan tanggung jawahbnya

15)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat  strategls  telah  dlakukan  berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tdak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan  yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat dan tidak ada perbedaan pendapat

16)

Anggota Dewan Komisaris lidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atan mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi/keluarga dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

hx2|ex3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

16

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
S):8

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0.80

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan Jjelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Hasll rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan rapi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|exd

dx4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
(8): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 10%

0.20

Penjumlahan 8+ P+ H

1.83

Total Penilalan Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2

0.28




No

[ Jo]

[]

Kriteria/Indlkator

Skala Penerapan

ca

3

Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsl Komlte

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penermpan

axl

hx2

dxA4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk schuruh Skala Penerapan
Perhitungan ruta-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

8): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 50%

0.00

2

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
Mungsi andit intern.

3

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.

1

Dewan Komisaris memastikan bahwa KRomite yang
dibentuk menjalankan tugasnya sccara cfcktif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

exd

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(s): 3

0.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.00

C. Hasll Penerapan Tata Eelola (H)

5)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risike kepada Dewan
|Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3d

dx4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(s): 1

Dikali dengan bobot Suuktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

0.00

Penjumlahan § + P+ H g

0.00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0.00




. - ————— ———

—
No h
Kriter)a/Indikator

-2 {Peoanganan Denturan Kepentiogan
A Struktur dan Infrastrukive Tath Kelola(®)
N[BPR wemilik keblakan,  sistem dan prvessdu
pervelesatnn  wemgenal bentiran bepentingan yarg
mengiknl setiap penginid dan pegasal PR tremasnk
administimal, dokumeniash dan pengunghajan T=oahnen
Fepentingan dimaksod dalam Kiealaly Rapat

Jumiat jawahan pada Skala ynerapan

Hasdl et kalian untuk masing masing Bkala Peoerpan

Total ndlal vusituk seliaruh Bkala Prietapan

o " “1'l1-r ( 1|l'l.|h-'l.[-_l Wl g F ey pnesth (18 | B Dl jralians S inte en
dhany Promeshuy datam menghiloedack tetitran S LT

)

———————————_———————— e L A

E————

1

Perhitinngan mta mta dengan dibagh Jumiah pertany ann

200

Kelola {8): M

Dikali dengan bolot Suuktar dan Infrostoakine Tata

10

B. Proses Penerapan Tata Kelola [P)

transaksi vang memilikl benturmn kepentingan tersebut,

4 [Dalam hal terfad] bentumn kepentingan, anggsta Dewan
Komisaris, anggota Direksl, dan Pejabat Eksehutif tklak
mengambil  tindakan yang  dapat  merugikan  atan
mengumngl keantungan DR, atan Udak mengeksekas)

Dl hal terjedt bentiran kepentingan dlate Al
Kebijakan dan Premed ur Penanganan Bentoran
Kepenitingin

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Nenermpan

Total nilal untuk scluruh Skala Pencrapan

(S): 1

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan

200

Kelola (S): 4%

Dikali dengan bobot Struktur dan Infmstruktur Tata

1. 80

C. Hasll Peaerapan Tata Kelola [H)

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

3) [Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
|mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap

Tidak terdapat benturan kepentingn.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exo

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

(S): 1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

0.10

Kelola (S): 10%

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

1.90

Penjumlahan § + P+ H

1.90

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0.19




l_— fkala Penerapan
e Kriteria/Indlkator a0 | n | cn [ kn [ Tn Keterangan
L 1 a a 4 a
| 5 [Penerapan Fungsl Kepatuhan ]!
[_[A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)
1) |BPR dengan modal Intl paling sedikit Direkai vang ditumjuk membawahil fingsi kepatuhan tidak
mernngknp Dicekiug Viama dan tiak membawalikon

RpS30.000.000.000,00 (lima puluh milyar raplahj:
Anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatnhoan
memenihi persyartan paling sedibdt untuk:

a. tidak mermngkap sebagai Direkture Uama,

h. tidak membawahkan bidang opermsional
penghinipunan dan penvalumn dana; dan

c mampu bekerja secam ndependen k.

ttang operasional genghimpun dan peovnbiran dans

BFR dengan modal Int] kurang darl
Rp30.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah):
Anggota Direksl vang membawahkan fungsi kepatuhnn
tidak menangani penvalumn dana,

2)  |Anggota Direksi yvang membawanhkan fimgsi kepatuhan Direktur yang membawahloin lungsi kepatutan
memahami  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan «dan memahaml peraturan OJK dan peraturan perundang-

peratuman  perundang-undangan  lain yang  berkaitan v urklangan lainnya
dengan perbankan.
3) |BPR dengnn modal Intl paling sedlikit Telah ditunjuk Pejabat Exsekutil fungsl kepatulan yang
independen dard fungsi operasional

RpS0.000.000.000,00 (ima puluh milyar ruplah):
Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  dilakukan  dengan
membentuk satuan kega kepatuhan yvang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BFR dengan modal Intl kurang  darl|
Rp30.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan  dengan
menunjuk Pejabat Eksckutif yang menangani fungsi
kepamihan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional

4) (Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang PE Kepatuhan menyusun dan/atan mengkinikan
menangani  fungsi kepatuhan menyvusun danfatau pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur| v
kepatuhan.

5) |BPR memiliki ketentuan intemn mengenai tugas, BPR sedang membuat, melengkapi, ketrx}hmn-kcgrn! T
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja tentang tugas, wewenang d.zm tanggung jawab Pejabat
kepatuhan atan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi ¥ Eksckutif yang menangani fungsi kepatulan
kepatuhan.

ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 6 o ° 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,80
Kelola (S): 50%

1,60




_‘_‘—\—-—_
No

—
| 8 |Penerapan Fungal Kepatuhan
| B. Proses Penerapan Tnta Kalola 3]
6) |Anggotn Dircksi ving membawabikan fangst kepatubion Direkal vang membawahkan fungs) kepatihan akan
wenetapkan lagkah-langkah  yang  diperlukan antuk memnstikan babwa BPE telal mematubil perturan
memastikan HP'R telah memenvhl selurily [eratumin pervdangdan yang berlaku.

Otorltas Jasa  Kenangan  dan pemmturmn perumdang
undangan lain termasuk penyampalan laporan ke pata
Otoritas Jnsa Keuangan dan otorins lalnnyn

Kriterian/[ndlkator an n Cn | Kn | TH Keterangan

7)1 [Anggota Direksi yang membawaliknn Fungst Kepatulinn Telah disesinlisasi terkait peraturand terban tentang
melakukan upaya untuk mendorong terwiptanvn bidayn krpatithan

kepatuhan BPR antam laln melalul soslalisasl  dan 2
pelatilan ketentuan terkind

8] |Anggota Direksl yang membawnhkan fangsi kepatilinn Direktur yang membawnhlan fungsi kepatuban telah
memantau  dan  menjaga  kepatnhan  DPR  terhadap memantan dan menjagn kepatuhan BPR sesual ketentuan
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas OJK dan peraturan perindang undangan lain

Jasa  Keunngan  termasuk  melakukan  tndakan
penicegahan  apabila  terdapat  kebijakan danfatan N
keputusan Direksi BPR yang menvimpang dard ketentuan
Otoritas  Jasa Keuangan dan peratumn - perundang-
undangan,

9) |Satan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksckutlf yang Pejabat Eksekutif fungsi kepatithan akan teris
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh memastikan seluruh kebijnkan, ketentuan intern, sistem
kebijakan, ketentuan, sistem, dan proscdur, serta dan prosedur serta kegiatanoperasional sesuai dengan
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesunl dengan v ketentuan GJK dan peraturan perundang-undangan yosg
ketentuan  Otoritas  Jasa Keuangan  dan peraturan berlaku

—
perundang-undangan.

10) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutil yang| Pejabat Eksckutifl fungsi kepatuhan akan mereviu dan
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaasn
merekomendasikan  pengkinian  dan penyempurnaan sesual ketentuan OJK dan peraturan perundang-
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang| undangan yang berlaku

dimiliki oleh BFR agar sesual dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2fcx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(8): 5 >

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata 0.80
Kelola (8): 40% .

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

11) [BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap BPR berupaya menurunkan tingkat pelanggaran
ketentuan. v ketentuan dengan melakukan sosialisasi kepada karyawan
tentang ketentuan terbaru.

12) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Direksi yang ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung akan telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan dan Dewan Komisaris.
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

13) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Direksi yang ditunjuk membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa akan menyampaikan laporan khusus apabila terjadi
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan penylmpangan.

Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan danfatau peraturan perundang-undangan
lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Jumlah jawaban pada S8kala Pencrapan Aaxl|bx2|exd|dx4lexs

Hasll perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilal untuk seluruh 8kala Penerapan 7

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan

8): 3 83

Dikall dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata b
Kelola (8): 10% ok

Penjumlahan 8 + P + H 1.H3

Total Penllalan Faktor § Dikalikan dengan bobot Faktor § 0.18




T —————

|Kelola (s): 50%

Whain Fenrrapan
Ko Kelteria/tadikator DAENEREORED Haterangnn
b 1 ] 8 1 4 1 0 T
6 _|Penerapan Fungal Audit Intern = ]
|__{A Struktur dan Infrastruktur Tat a Kelola (8] | _ =
1) |nPR dengan modal intl paling sedinit T IPR Chanstes Moktiatbes tebahi membliig Prjalet
Rp30.000.000.000,00 (llma paluh milyar mplah): Fhosekut i Audis Tndern
| BIR memtlikl Ratiinn ke Andil lntern (4KA1)
BPR dengan modal Intl kurang  darl
Rp30.000.000.000,00 (lima puluh milyar raplah)
BPR memblia Pejabal Ekselatth vang bertangguing Jawah
terhadap pelaksanann Aigsh st intem
2) [SKAL atan Pejabat Eksekutil vang bertaigung Jawab Pejabiat Eksekutil Avndit nteen telah menyimun pedoman
terhadap pelaksanann fangst audit intern telah memiliki starular pelaksansan fingsd Atdit Intern
dan mengkintkan  pedoman kerja serta sistem  dan
prosedur wntuk melaksanakan tugas bagh anditor interm
scsual - peraturnn perundang-undangan dan telaly
disctujul oleh Direktur Utamm dan Dewan Komlsars,
d)  [SKAL atan Pefabat Eksekatll yang bertanggung Jawab Pejabat Ekseloutil Audit Intern Indepeniden terhadag
terhadap pelaksanaan fungst audit intern Indepeniden satuan kerja operasianal
terhadap satuan kerja opemasional (satuan kerja terkalt
dengan penghbmpunan dan penyalumn dana).
1) |SKAI atau Pejabat Eksckutil yang bertanggung jawal Pejabat Exselutif Audit Intern bertanggung jawab
terhadap pelaksananan fungsi awdit intern bertanggung langsung kepada Direktur Utama.
liawab langsung kepada Dircktur Utama,
5) BPRE memiliki progmm rekrutmen dan pengembangan DFR telahy mengembangkan sumber daya manusia yang
sumber dayva manusia vang melaksanakan fungsi audit melaksanakan fungsi andit intern
lintem.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk selurih Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanynan 220
(8): 5 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 110

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesual dengan
ketentuan pedoman audit inteam vang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

BPR akan menerapkan fungsi Audit Intern sesuai
pedoman Audit Intern yang telah disusun.

BPR  dengan modal intl paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar ruplah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatunhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
interm, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (keglatan audiy)
dilaksanakan sccara memadai dan Independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

pelaksanaan Audit Intern dilaksanakan secamn independen
secara persinpan, pelaksannan, pelaporan dan tindak
lanjut hasil auditnya

9)

BPR melaksanakan peningkatan mulu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

BPR telah melaksanakan peningkatan ketrampilan SDM
secarn berkala dengan mengikuti pelatihan-pelatihan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan .
2,25
(8): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrustruktur Tata 0.90
1

Kelola (8): 40%




Bkala Penerapan

Kriterla/Indlkator

2 3 4

Keterangan

Penerapan Fungsl Audit Intern

ikan Laporan ke Dirckinr

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

PE Awlit Intern telah menyani

10) [SKAl atan Pejabat Bksekutif yang bertanggung Jawab
terhadap pelaksanann  fungsi  oudit  Intem telah
menyampaikan laporan pelaksanann audit Intern kepada
Direktur Utamn dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Dircksi yang membawahkan Tungsi

Kepatuhan.

Utama Dan Dewan komisaris dan tembusan kepada
Direkiur yang membawahkan fungsl kepatuhan

11) [BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otorilas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Oteritas Jasa Keuangan.

BPR telah menynmpaikan Laporan pelaksanaan dan pokok
pokok hasll Audit Intern kepada OJK dengan tepat waktu

12) |[BPR  dengan  modal Intl  paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 {lima puluh milyar ruplah):

BPR menyampaikan laporan hasil kajl ulang oleh pihak
n kepada Otoritas Jasa Keuangan sesual ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

13) [BPR  dengan  modal inti  paling sedlkit
Rp50.000.000.000,00 (Iima puluh milyar ruplah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Oteritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BFR dengan modal intl kurang darl)
Rp30.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutl yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada
Qtoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan /
pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl

bx2|cx3|dx4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan g

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

1.7

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata
Kelola (S): 10%

0.18
2.18

Penjumlahan 8 + P+ H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0.22




[ —
Skala Pencrapan
) Kriterla/Indlkator 8B B CB | KB | TB Keterangan

|7 |Penerapan Fungs! Audit Ektern

|___|A. SBtruktur dan Infrastruktur Tats Kelola [E]]
1) [Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhl aspek-aspek legulling

"
o
s
a
| [

Akuntan Publik dan Eanter Akuntan Publik Indarto
Waloyo yang ditugaskan untuk mengandit Laporan

perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional v Keunngan BPR
akuntan publik, dan komunikasl antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KA dimaksud.
=2 Jumlah jawaban pada Skala Penernpan axl|bx2{ex3|dx1]|exd

: ¥ sing- -
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan o q 0 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan 2 |
Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan 2.00
(8): 1 )
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00 \
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Helola (P) |

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Indarto
Waloyo sudah terdaftar di OJK dan sudah melalui

persctujuan RUPS

2) |Dalam pclaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
jmenunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persctujuan v
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3) BFR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management BFR sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management \

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 0.05

Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. Y Letter kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cxd|dx4|lexd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan L 2 o o 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerupan 3 |
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.50
(s): 2 ’
Dikali dengan bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata 0.60
Kelola (S): 40% ’
C. Hasll Penerapan Tata Kelola {H) l
4) |Hasll audit dan Management Letter telah menggambarkan Hasil audit dan Management Letter sudah disampaikan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. ¥
5) |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang Cakupan hasil audit oleh KAP Indarto Waloyo sesuai
lingkup audit scbagaimana diatur dalam ketentuan v dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan. OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1]lbx2|cx3|dx4|exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
] 4 0 0 ]
Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 4 |
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tatal
Kelola (S): 10% R
Penjumlahan S + P + H 1.80 \




Bknla Penerapan

Ho Kriterla/Indlkator sn | 0 |cn [ kn | 7B Keterangan
1 2 a 4 a
8 |Panerapan Mannjemen Rislko termasuk Slitem

A, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR dengmn modal Int! pqﬁng nsodlkit IR telah metnmnjuk PE Manajemen Risiko (merangkop PE
Rp80.000.000,000,00 (delapan puluh mllyar ruplahjt Kepatuhan) ynng bertangguig jawab tehadap penerapon
BPR telah membentuk Komite Mannjemen Rislko dan Manajemen Risiko dan independent dari keglatan
satuan kerja Manajemen Ristho; opernsional
BPR dengan modal Intl paling sedlkit
Rp50.000.000.000,00 (lma puluh milyar ruplah) dan
kurang darl Rp80.000.000.000,00 [delapan puluh| |
milyar ruplah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Rislko,
BPR dengan modal Intl kurang darl
Rp50.000.000.000,00 (lma puluh milyar ruplahj:
BPR telah menunjuk satu orang Pejabal Ekscloaul yang
bertanggung  Jawab  terhadop  penermpan fungsi
Manajemen Risiko,

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur DPR telah memiliki kebijakan prosedur Manajemen Ristko
Manajemen Risiko, dan penctapan limit Risiko. v dnn penetapan limit Risikn

3) |BPFR memiliki kebijakan dan prosedur secaran tertulls BPR anknn menyusun kebijakan dan prosedur secsrn
mengenai pengelolann risiko yang melekat pada produk tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melakat pada
dan aktivitas baru sesuai kelentuan. v produk dan akilvitas baru sesual ketentuan yang berlaku
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|exd|dxd|exh
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 2 3 o 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
‘Fer}ﬁhm.g\an rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2,00
(Sy3
Dikall dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1,00

Kelola (S): 50%




Skala Penerapan
i) Ch | Kb
2 3 4

Kriterla/Indlkntor a8n Keterangan

Penerapan Manajemen Rislko termasuk Sistem
|B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

9

Direksi :

o menyusun  kebljnkan dan  pedoman
Manajemen Rislko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan  memutuskan
memerlukan persetujuan Direksl.

penerapan

transaksi  yang

direkst telnh menyusun kebijukan dan pedoman
penerapan Manajeman Rislko secorn tertulls

5)

Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebljokan Manajemen
Rislko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

Dewan Komlsaris telah menyetujui dan mengevaliasi
Manajemen Rislko

6)

BPR  melakukan proses  identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.

BPR berusaha melakukan proses pengendalian risiko
terhadap selursh faktor risiko yang bersifat material

7l

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruk.

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh

8)

BPR menerapkan mansjemen risiko atas seluruh risiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan,

BPR berusaha menerapkan Manajemen Risiko atas
seluruh risiko sesuai ketentuan OJK

9)

BFR memiliki sistem informasi yang memadal yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utut.

BPR akan mampu menyediakan data dan informasi yang
lengkap dan akurat

10

Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi SDM antara lain  melalui
pelatihan danfatau  sosialisasi mengenai manajemen)
risiko.

Direksi telah melakukan pengembangan budaya
Manajemen Risiko dan peningkatan kompetensi SDM
melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai Manajemen
Risiko

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cxd

dx4

exnd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

10

Total nilal untuk scluruh 8kala Pencrapan

16

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
Br7

2,20

Dikali dengan bobot Struktur dan lufrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,91

C. Hasll Penerapan Tata Kalola (H)

11)

BPR menyusun laporan profll risiko dan profll risiko lain
(ikn aoda) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai kelentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan profil risiko
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

12)

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang)
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPr belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru
yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

cx5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 10%

0,20

Penjumlahan § + P+ H

2,11

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0,21




fikaln Potierapan
Ho Kriteria/Indikator an [ p [cn | Kkn | T Ketersngan
1 b a 4 ]
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit
|__|A. Struktur dan lnfrastruktur Tata Kelola (9)

1) [BPR telal memilikl kebioknn, sistem o prosedur DI telah memilikl keldjakan, sistem dan prosedur tertlia
lertulis yang memadal terknit dengnn BMPK termasnk yung terkalt dengan DMPK
pemberian kredit kepada plhak terkall, debitur grop,
dan/atau  debitur  besar, berilat  monltoring  dan v
penyelesatan mosalnhnya schagal baglan atoy bagian
terpisaly darl pedoman kebijakan perkreditan DPR,

Junulah jawaban pada Skala Penerapan ax l|bx2|exd]|dxd]exh
i kaling tuk masing-1ns 3 |
Hasil per| nuntuk masing-masing Skala Peterapan 0 2 o 0 0

] Total milal untuk seluruh Skala Penerapan 2
II::;'lhlil:||l1[:=1.l1 mata-mta dengan dibagl jumlah pertonyaan 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Toto 100
Kelala (S): 50% )

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) [BPR secara berkala mengevaluast dan mengkinikan BPR telah mengevoluasi dan mengkinikan )
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesunikan . kebijakan,sistem dan prosedur tertulis yang terkalt BMPK
dengan peraturan perundang-undangan.

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkalt Dalam pemberian kredit kepada pihak ‘ﬂkﬂil.dﬂﬂ kepada
dan/atau  pemberinn  kredit besar tlelah memenuhi debitur besar telah memenuhi ketentuan OJE tentang
ketentuan Oteritas Jasa Keuangan tertang BMPK dan v BMPK
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dxd|exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 6 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan #
:";lrl::tungnn rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Tidak ada kredit pihak terkait yang melebihi BMPK
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atan
melampani BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat v
walktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar danfatau melampaui BMPK sesuai BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, i
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l{bx2|cx3d|dx4]|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan i 2 0 o 0
Total nilal untuk scluruh Skala Penerapan 3
Perhltungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan 150
8) 2 )

Dikali dengan bobot Strukwr dan Infrastrukitur Tata 0.15
Kelola (3): 10%
1.95

Penjumlahan 8 + P + H

Total Penilalan Faktor 9 Dikallkan dengan bobot Faktor 9

0.15




o e = e 2 e e e g

Kiltevla/Indikatos

U

10| Rencana Dlanis BFR
[t e T —
A Struktur dan Infrastraktur Tata Kelols 1)

Rencana Manis IR telal disusin ok ly ekl dan|
disctuinl oleh Dewnn hivmisaris sesial demgan yisl dan
misl BI'K,

Dhirekal telale mety usim Peneana Wanie H0F sl
dengan Vial dan Mk 1009, diee tajial olel) ewan

Fencana Wsnls DR menggambarknn reocmn atintegls
Jangka pardang dan rencana bsuls tabwoman termamik
renena peivelesainn petmnsalalon 110 vang slgnifikan
dengan  cakupan  sesual  ketentuan Otmites Jasa
Kevnangan

Krteramgen

K ma b

reiwana Inhiiman dan reoeand yang sifitinys stiotegia
sedi il ketentinn OOk

3

Rencana bisnis - DK didukung  sepennbiyn oleh
pemegang saham dalum mngka memperkuat permisialan
dan stk e yang memadal antam ladn samlser dayva
manusia. teknologl Informasl, jarngan kantor, kebiijaknn,
dan prosedur,

Heneanas Plsads DPE sepenubings -Illiuhu_nI-»lrh
jemegang sabam dalam rmngka memperkust permedalm
dan lifrastenktor yang memadal

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

nxl

| Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penermpan

Kelola (3): 50%

Tutal nilal untuk selurmih Skala Penermpan a
Perhitungan mta-mta dengan dibagl jumlah pertanyaan 2,00
(8) 3 ;
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata 1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4

Rencana bisnis BPR disusin dengan mempertimbangkan
paling sedikit;

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengarhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatlan;
dan

<. pencrapan manajemen risiko.

Rencana Bisnis BPR telah mempertimbangkan fuktor
Intermal dan eksternal BPR

5

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan dalam
pelaksanaan Rencana Bisnis BFR, evaluasi Rencana dan
Realisasi setiap bulannya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Kelola (S): 40%

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.50
(s): 2 !
|Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnls
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesual
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis BPR dan apabila
ada perubahan akan disampaikan kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan 2
Perhitungan rawa-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
S): 1 2,
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (8): 10% )
Penjumlahan 8 + P+ H 2.20
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 017

10




Hiain Penerapan

No Kriterla/Indikntor ap | n len|wn | TR Keterangan
1 2 a a n

11| Transparans! kondlal kewangnn dan von keusangnn, sartn

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8) -
1) |Terseddimmn slstem pelipssimiin - Moo daie i
kevangan  vang  didukung  olel sistem Infonmas
manajemen yang memadal sesunl ketentuan wiomnsik
sumber  davn manusin yang  kowpeten unlnk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kinl, dan
[TLITLIR

NEH memprinyal sistem informast maoajemen yang cukop
memadal unituk pelapornn ketangan dan ren keaangan

Jumlah jawaban pada Slmla Penerapan nel|bxdlrxd|ded]ext
Hasil perkalian nntuk masing-masing Sknla Penernpan

Tutal nilal untuk sehwuh Skala Penermpan 4

Perhitungan mia-mta dengan dibagi jumlah pertanyann

@)1 a,00
Dikali dengan bobot Strukiur dan Infmstruktur Tata

Kelola (8): 50% 1,80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |BPR menvusun laporan  keuangan  publikasl setlap
triwulanan dengan materi paling sed kit memuat laparmn
keuangan, informasi lalnnyn, susunan pengurus dan|
komposisi pemegang saham sesual ketentunn Otoritns
Jasa keuangan.

BPR telah menyusun laporn publikast triwtlanan sesual
ketentuan (hK

BIK telah menyusun Laporan tahunan yang memont

3) [BPR memyusun laporan tahunan dengan materi paling
nspek pengungkapan sesual ketentuan (JK

sedikit memuat  informasi wmum, laporan  kenangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transpamansl

dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesual v
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

BFR telah melaksanakan transparasi informasi mengenai
produk, layanan danfatan penggunaan data Nasabah BPR
sesual ketentuan GJK

4) |[BFE melaksanakan transparansi informasi mengena
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BFR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara v
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketemtuan (JK

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|lbx2|ex3|dx4|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan) L75
(8]: 4 !
Dikali dengan bobot Strukwr dan Infrastruktur Tata 0.70
Kelola (8): 40% :
C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

Laporan tahunan dan laporan publikasi telah ditanda

6) (Laporan tahunan dan laperan keuangan publikasi
tangani Direksi dan disampaikan kepada OJK

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada ¥
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menvampaikan laporan kepada OJK

7) [Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan  disampaikan
sesual ketentuan secara tepat waktu,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|ex3|dx4]|ex’

Hasil perkalian untuk masing-masing 8kala Penerapan g a o 0 o

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1,50
(8): 2
|Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Bk
Kelola (S): 10% :
Penjumlahan § + P+ H 2,35
Total Penilaian Faktor 11 Dikallkan dengan bobot Faktor 0.18
11 t




Hasil Penllaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 a s 6 7 8 5 10 [ 11 | miat Kompostt |
Total Panllalan Faktor | 0,37 | 028 | o1o| o1s| o2z| oos| o021] o01s| 0a7| 048] 1,98 |
Balk

Predikst Komposit

Kesimpulan

Hasll penilaian terhadap penerapan Tata Kelola pada Tahun 2020 PT BFR Chandra Muktiartha setelah adanya penerapan
Mauraj n Risiko mendapat nilai komposit sebesar 1,98 dengan predikat komposit Baik.

Secara keseluruhan FT BPR Chandra Muktiartha telah menarapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan Baik namun masih ada
faktor-fakter Tata Kelola yang rasih harus diperbaiki khususnya adalah Penerapan Fungsi Audit Intern.

Rencana tindak lanjut kedepan adalah memperbaiki secara bertahap setiap faktor dimulai dari struktur dan infrastruktur,
kemudian dilanjutkan pada tabapan proses penerapan Manajemen Risiko dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih Baik.

evaluasi dari haxil perbaikan harus dilakukan untuk mengetahui titik-titik kelemahan di setiap faktor.




Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR -Set

elah Penerapan Manajemen Rislko

[ temtwawem ] Pashutes ewoses 1) sriah | Bobot | Jurmish NilsiSPO | Nilal akhls
H mla
Nilai Structure (5) Jumish | Bobot Nilal Process (P) Jumlah | Bobot Nilal Outcome (H) per Faktor Faktor
1 2 [ s 50% 1 2 3 4 5 40% 2 3 4 10%
5 7 a 20%
3 2 o o 6 0 0 8 0 o | o 8 0 5 0 0 2 : .
3 - 0 o 10 0 o | 16| 0 [ 16 0 10 ] 0 10 =
167 2,00 0,80 2,00 0,37
0 15,00%
3 L3 0 ] e a Q 8 0 o (4] ] ¥ 1 M M “ M - =
2
3 12 o o 15 0 0o [16] O 0o | o 16 a
: T . 200|080 200 i3 6%
o [ 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [} 0 0 Pﬂi
0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [¢] 0 ] 0
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 1 o 0 1 & 0 1 [ 0 0 1 0 0 0 0 1 o 0 10,00%
9 2 0 0 2 a 0 2 0 0 0 2 0 0 [ 0 1 o 0 0
2,00 2,00 0,80 1,00 1,50 019
2 3 0 0 5 0 0 S 0 0 [ 5 0 2 1 ] 3 [} 0 10,00%
2 3 0 [ 8 a o [10]| o 0 0 10 0 4 3 0 7 ] [ o
160 2,00 0,80 2,33 1,33 018
1 2 o o 3 ] o 3 1 0 0 4 0 3 0 a 4 i [ 10,00%
1 4 0 0 11 ] 0 6 3 0 0 9 0 6 0 0 7 0 [ o
2,20 2,25 0,90 1,75 2,18 022
0 1 o 1] 1 [i 1 1 0 0 0 3 [1] 2 0 0 2 0
o 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 4 0 ] 4 0
200 || 155 | 060 20 140
fenod B 1 “ N M 3 [ 0 5 2 0 0 7 0 0 1 [i] 2 0 0 10%

i Aw 1 6 0 o [ 10] & 0 [ 16 0 0 3 [ 4 0 0 0
F.
atacata 2,00 | o] 225 | o91 200 o] a1 021

i o 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 [

L i < 0 0 7,50%
Wilai Awal 0 2 0 0 2 0 0 4 0 o [ o 4 0 2 0 [1] 3 0 0 0
Fatarata 2,00 2,00 80

9, 1,50 1,95 0,15
0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0
HNila) Awal P c > P = = z & % - = “ 0 1 0 0 1 o ° 7.50%
Ralavata 7 o 2 0 o 2 0 o )
00 2,50 1,00 e o
) 2,20 0,17
o 0 o 0 1 S0%
Nilai Awal 5 = = S n ” ” M 0 | o] oo 4 0 1 0 0 2 ) 0 =
0 o 1] 7 o
Rata-rata 2 0 0 3 o 0
3,00 0
1,75 0,70 1 —
T —
Nilal Komposit 1,98
Predikat Kompaosit Balk
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Nomor : 103/( MA/OJK/N2021

KepadaYth,

Otoritas Jasa Keuangan DIY

Jl. Jendral Sudirman No 32 Gowongan Jetis
Yogyakarta 55232

Perihal : Penyampaian Laporan Pencrapan Tata Kelola dan Laporan hasil penilaian
(Self Assessment) 2020.

Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan
Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan hasil penilaian (Self Assessment) 2020 PT. BPR

Chandra Muktiartha (terlampir).

Demikian perihal ini kami sampaikan dan terima kasih.

Bantul, 17 Mei 2021
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. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

p: (0274) 376276, Fax : (0274)385192, Hp : 082288435000
ail: bprema@bprema.ca.id | website: www.bprema.co.id



Nomor : 107/SEKDIR/CMA/V/2021

KepadaYth.

RUMAH PERBARINDO

Komplek Patra 11 No.46

J1. Ahmad Yani - Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan hasil penilaian
(Self Assessment) 2020.

Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan

Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan hasil penilaian (Self Assessment) 2020 PT. BPR
Chandra Muktiartha (terlampir).

Demikian perihal ini kami sampaikan dan terima kasih.

Bantul, 11 Mei 2021_
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Direktur'Utama

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

JI. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp 1 (0274) 376276, Fax : (0274)385192, Hp : 082288435000
email: bprcma@bprema.co.id | website: www.bprema.co.id



